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Pendahuluan
Proses Musrenbang pada

dasarnya  mendata  aspirasi  dan
kebutuhan masyarakat yang dirumuskan
melalui pembahasan ditingkat
kelurahan, dilanjutkan ditingkat

kecamatan, dikumpulkan berdasarkan
urusan wajib dan pilihan pemerintahan
daerah, dan selanjutnya dielah dan
dilakukan prioritisasi program/kegiatan
ditingkat kabupaten/kota oleh Ba
bersama para pemangku k

disesuaikan dengan « Q(
pendanaan ~dan k

(Lestercong & Pﬁda
tingkat kelurah srenbang

adalah me ioritas
rogram

mengideéntifikasi * progra
kegiatan yang bersumber dari dana‘n
APBD ata

i

uane

QT K
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Kecamatan sesungguhnya merupakan
forum musyawarah tahunan para
pemangku Kepentingan (stakeholders)
ditingkat kecamatan untuk mendapatkan
masukan  kegiatan  prioritas  dari
desa/kelurahan  serta  menyepakati
rencana kegiatan lintas desa/kelurahan
di. kecamatan yang bersangkutan
sebagai. dasar penyusunan Rencana
Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja
Kerja'. Perangkat Daerah
ota pada tahun berikutnya.
3N camatan menghasnkan
al N
1 Da k |a |or|tas g akan
dLIaks i y%amatan

ari

n/K%
r nama delegasi

tuk mengikuti

yang langst dalam
Dana Kelurahan, Dana @gy pesertanya
dan sebagainya: Ke%akup komponen

Untuk meRjamin agar usulan masyarakat antara : anggota DPRD

dari masyarakat ini™d :
tingkat kabupaten/kota, maka
wakil/delegasi dari tingkat
desa/kelurahan, para  wakil dari
organisasi lembaga kemasyarakatan,
terutama kelompok wanita, perwakilan
SKPD, juga termasuk anggota DPRD
dari daerah asal pemilihan yang
berkenaan diwajibkan untuk menghadiri
Musrenbang kecamatan. Musrenbang
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: dari  Dapil yang
angkutan, LSM yang mempunyai
wilayah kerja di kecamatan
bersangkutan, kelompok-kelompok
sektoral tingkatan kecamatan seperti:
Petani, Nelayan, Buruh, kelompok
perempuan, dan Perwakilan pengusaha
lokal yang didasari pada
kemampuannya untuk meningkatkan
sumberdaya  lokal.  Setelah  itu
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musrenbang kecamatan dihadiri pula
olen, Bappeda, Perwakilan SKPD,
Kepala-Kepala Cabang SKPD di
Kecamatan yang bersangkutan, Kepala-
Kepala Unit Pelayanan di
Kecamatan.Anggota DPRD dari
Wilayah Pemilihan Kecamatan yang
bersangkutan.Camat dan aparat
Kecamatan, LSM vyang bekerja di
Kecamatan yang bersangkutan, dan
Para ahli/professional yang dibut
sebagai  narasumber dal
musrenbang kecamatan
tersebut. Hal ini dis -surat
edaran _ bersama égara
Perencanaan Nasional
Kepala® B ' i

iggunakan €mpat rut
3 o0 dan

y. dimaksud

Qg ﬁisusun

Standar

sesuai
onal Proc

penanggungjawal
Transparan  yaitu :
perencanaan tersebut tldak bolen™ads
hal yang tidak diketahui oleh masing-
masing peserta Musrenbang Kecamatan
mulai dari usulan-usulan, kuantitas,
kualitas, biaya yang dibutuhkan dalam
pembangunan, hingga tujuan dari semua
pusulan  rioritas  tersebut  perlu
direalisasikan.

Transparan
Droses
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Akuntabel,  Akuntabel yaitu
dapat dipertanggungjawabkan, setiap
proses perencanaan tersebut harus dapat
dipertanggungjawabkan oleh masing-
masing pihak yang ikut serta dalam
Musrenbang Kecamatan, seperti usulan-
usulan prioritas dari tiap kelurahan
hingga pembangunan yang telah
dilaksanakan dari Musrenbang
kecamatan tersebut. Akan tetapi masih
usulan. masyarakat yang

ersama dalam musrenbang
;& pung tanpa ada tindak
't yan‘g.‘terealisasi.
yang
yang

Sehm

gkoan
atan

Untuk memperoleh gambaran
yang jelas tentang efektivitas, berikut
ini akan dikemukakan beberapa konsep
dari efektivitas. Dalam hal efektivitas F.
Drucker dalam Sugiyono (2010:23)
menyatakan  efektivitas  merupakan
landasan untuk mencapai  sukses.
Selanjutnya Fremont E. Kas dalam
Sugiyono (2010:23) mengemukakan
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bahwa efektivitas berkenaan dengan
derajat pencapaian tujuan baik secara
eksplisit  maupun  implisit,  yaitu
seberapa  jauh rencana dapat
dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan
tercapai. Sedangkan menurut William
N. Dunn (2005:498) efektivitas
(effectiveness) adalah suatu kriteria
untuk menseleksi berbagai - alternatif
untuk dijadikan rekomendasi didasarkan

pertimbangan apakah  alternatif n capai
direkomendasikan tersebut r&ﬁ&ﬂl. qu

%darlr. A Sigs

hasil (akibat) yang maksi
pertimbangan efisi

Kata efek
suatu efek atau
dala‘m suatu

ie
d!ﬁya

J K efektif

manjur,
ktlelr?

Indonesi be
hasil,* berha5|
berpendapat 200&

Menurut "SHarbani  Pasolong
(2012:51) efektivita d 3
berasal dari kata “efek” dan digunaka
dalam istilah ini sebagai hubungan
sebab  akibat.  Efektivitas  dapat
dipandang sebagai suatu sebab dari
variabel lain. Efektivitas berarti bahwa
tujuan yang telah  direncanakan
sebelumnya dapat tercapai atau dengan
kata sasaran tercapai karena adanya

proses kegiatan. James L. Gibson dkk
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(2006:38) dalam Harbani Pasolong
(2012:51) mengatakan bahwa
efektivitas adalah pencapaian sasaran
dari upaya bersama. Derajat pencapaian

sasaran menunjukkan derajat
efektivitas. ~ Tjokroamidjojo  dalam
Harbani Pasolong (2012:51)
mengatakan bahwa efektivitas, agar

pelaksanaan administrasi lebih
mencapai hasil seperti direncanakan,
sasaran tujuan yang ingin
n lebih. berdaya hasil.

ban 'dalam Harbani
& mengatakan bahwa
i dikatakan efektif
atau nilai-nilai

suatu
bila tu1u
sebagal
tercapa

egiatan dalam mencapai tljuan.

enjalankan
mengalami
dana atau
anggaran samp

/ etepatan dalam pengukuran: hal ini
berarti bahwa dalam menjalankan
suatu program harus menerapkan
standarisasi. Ketepatan standar yang
digunakan dalam  melaksanakan
suatu program merupakan suatu
ukuran dalam mencapai
keefektivitasan.
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4. Ketapatan dalam menentukan
pilihan: merupakan suatu kegiatan
yang dilakukan untuk keberhasilan
dalam mencapai tujuan karna dalam
menetukan pilihan dibutukan proses
yang sangat penting untuk mencapai

ISSN : 2337 - 5736

“Efektivitas adalah jangkauan usaha
suatu program sebagai suatu sistem
dengan sumber daya dan sarana tertentu
untuk memenuhi tujuan dan sasarannya
tanpa melumpuhkan cara dan sumber
daya itu serta tanpa memberi tekanan

suatu keefektifitasan. yang tidak wajar terhadap
5. Ketepatan berfikir dapat menentukan pelaksanaannya”. Sedangkan menurut
efektifitas dalam mencapai tujuan Stephen.  P.  Robbins  (2007:85)
yang telah ditentukan. keefektifan organisasi dapat
6. Ketepatan dalam mela n f|n|S|kan ~.sebagai tingkatan
perintah: merupakan @%rol. & orgariisasi atas tujuan
organisasi atau in _yanggs (tu;uan) dan jangka
mempunyali mpuan Apx%a % Pemi |han itu
memberikan p Ias menc |tuenS| strategis,
dan. mudah h\ dan jika minat p?n dan tingkat
perintah y “dapat kehidupan orga
erintah
gag%’l’ﬁ ,ﬁ@ian
if/ ‘efektivi
\- a
t "G‘e‘%k
t dikatakan

e
efeE {:s

menet kan

kegiatan
dalam mencapai
ditetapkan terlebih da
The Liang 'Gie (200 @

mengemukaka bahwa Sli
adalah keadaan kemampuan kerja
yang dilaksanakan o untuk
memberikan guna yang diharap

Sedangkan  Gibson (2006 28)
mengemukakan bahwa  ‘“efektivitas
dalam konteks perilaku organisasi

merupakan hubungan antar produksi,

kualitas, efisiensi, fleksibilitas,
kepuasan, sifat keunggulan  dan
pengembangan”. Selanjutnya Steers
(2008:87)  mengemukakan  bahwa
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e

ter

u organi!asi telah ¥ berhasil

encapai tujuan yang telah
kan tel

an demiki
nya ber
paian tujuan yan
sebelumnya.

mencapai
efektifitas
I pada

ektivitas dapat diukur
an membandingkan antara rencana
atau target yang telah ditentukan dengan
hasil yang dicapai, maka usaha atau
hasil pekerjaan tersebut itulah yang
dikatakan efektif, namun jika usaha atau
hasil pekerjaan yang dilakukan tidak
tercapai sesuai dengan apa Yyang
direncanakan, maka hal itu dikatakan
tidak efektif.
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Hari Lubis dan Martani Huseini
(2007:55),  menyatakan  efektifitas
sebagai konsep yang sangat penting
dalam organisasi karena menjadi ukuran
keberhasilan organisasi dalam mencapai
tujuannya.  Karenanya, pengukuran
efektifitas bukanlah hal yang sederhana
mengingat perbedaan tujuan masing-
masing organisasi dan keragaman
tujuan organisasi itu sendiri.

ISSN : 2337 - 5736

Ciri suatu perencanaan
pembangunan yang bersifat usaha
pencapaian tujuantujuan pembangunan
biasanya berkait pula dengan peranan
pemerintah sebagai pendorong
pembangunan  Ciri-ciri  perencanaan
pembangunan menurut Tjokroamidjojo

(2010: 49) diuraikan sebagai berikut :

1. Suatu_ perencanaan pembangunan
adalah usaha yang diceminkan dalam
mencapai

Menurut  Albert  Wate l. encana “.untuk
dalam Tjokroamidjojo 20 *s%r)o Dc &ngan sosial ekonomi yang
t

menyebutkan
pembangunan ad@&hat&cg

dengan _mengam rﬁ gai
alternatif dari kegiatansu mencapai

mas'a depan e terus
i sanaan

hubungan

pembangu

aann

S AL

dalam pembangunaﬁédydt ang
apata

Wer sugb L.‘ ﬁﬁ
an terut @ d&@\u
ebijaksanaan m uiﬁohoml masyara

soclal economy
| dlce‘r inkan oleh

dal

P
a%n Eperu ahan

meliputi
pembangt
-

4. Adanya it yang lebih
konsisten 3 serasi, sepertl menunjang kegi pembangunan.
kebijaksanaan moneter, a pangun secara bertahap
anggaran, sektoral, ‘ ngan berdasar kemampuan

pembangunan daerah;

5. Adanya program investasi yang
dilakukan secara sektoral, seperti
pertanian, industri,  pendidikan,
kesehatan, dan lain-lain; dan

6. Adanya administrasi pembangunan
yang mendukung perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan
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sendiri/nasional.

8. Usaha terus menerus menjaga
stabilitas ekonomi.

Menurut Koiruddin (2005:151-152) ada
beberapa hal yang perlu diketahui
sebelum  memulai  perencanaan
pembangunan, yakni sebagai berikut:
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1. Permasalahan yang dihadapi sangat
terkait dengan faktor ketersediaan
sumber daya yang ada;

. Tujuan serta sasaran rencana yang
ingin dicapai oleh pelaksana;
Kebijakan dan cara mencapai tujuan
maupun sasaran berdasarkan
alternative yang di pandang paling
baik;

Penjabaran dalam program-program
atau kegiatan yang kongkrit;

Jangka waktu penc 3‘
harus memperhatika £\h
@d{ﬁgbﬁ?ara

berikut:

(@) adanya
berbagai pihak,

(b) adan

asi penelitian
kalimat,
mengac

ma
pada

Kawangkoan
Mi naha

untuk

kenyataa

eliti atau penelltlan
: ariable

kejadian yang d
yang dilakukan
mandiri atau tunggal, yaitu
membuat perbandingan

atau
menghubungkan dengan variable lain.

Fokus dalam penelitian ini
adalah Efektivitas Musyawarah
Perencanaan Pembangunan . untuk itu
peneliti  menggunakan teori  dari
Makmur (2010) mengenai efktivitas
sebagai teori utama untuk membedah
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i

G

permasalahan yang telah teridentifikasi
pada bab sebelumnya .

1. Ketepatan Waktu

2. Ketepatan
menentukan pilihan

3. Ketepatan Sasaran

dalam

"Hasil Penelitian
- Keberadaan Musrenbang secara
resmi dalam proses perencanaan adalah

L D E #‘ kesempatan. untuk benar-benar

pr|nS|p pendekatan bottom-

kaltkan dengan proses
A ﬂ%ﬂ renba merupakan
salah mana ebutuhan

masyara

S _
% atan,
ggara Musrenbang,

delegasi kecamatan
e
i% “Tahapan

dihasilkan
Musrenbang Kecamata
R S usulan Musrenbang
sa/kelurahan,
- Draf Rancangan Awal Rencana

Pembangunan Kecamatan.

Tahapan Pelaksanaan  Musrenbang
Kecamatan

- Berita Acara Musrenbang
kecamatan;

- Notulensi Musrenbang kecamatan

sebagai bahan untuk memperbaiki
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draf Rancangan Awal Rencana
Pembangunan Kecamatan.

Tahapan pasca-pelaksanaan
Musrenbang Kecamatan:

- SK Camat untuk Tim Delegasi
kecamatan;

- Dokumen Rencana Pembangunan
Kecamatan untuk diajukan kepada
Bappeda kabupaten/kota.

Keberadaan musrenbang tahun
ini terasa berbeda Kkarena ada
kelurahan yang telah dikucu
pembangunan . fisik k

seperti dana kelur ﬂi
biasanya. musren aﬁf&[
formalitas saja tapi,sekar,

i ikurarda

lda[alagl

suatu
kare

pada Siapa yan

dipandang® dari s
maka
memberlkan pemaha ‘S:
efektivitas berafti kualitas dan

(output) barang™sdan Jasa Tingkat
efektivitas juga dapa
membandingkan antara rencana ya
telah ditentukan dengan hasilnyata yang
telah diwujudkan. Namun, jika usaha
atau hasil pekerjaan dan tindakan yang
dilakukan  tidak  tepat  sehingga
menyebabkan tujuan tidak tercapai atau
sasaran yang diharapkan, maka hal itu
dikatakan tidak efektif
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dan
A lwegl yang  akan
d dalam
fqrum % an M\ienbang

enginterpretasikannya. 3?.5?
A%du Ozlz (UL‘;ﬂf) ke@ dari
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Adapun tujuan daripada
musrenbang kecamatan adalah sebagai
berikut :

1. Memberikan wahana untuk
mensinergikan dan  menyepakati
prioritas usulan-usulan masalah yang
berasal dari masyarakat tingkat
kelurahan (dan atau lintas kelurahan)
yang menjadi skala pelayanan atau
kewenangan kecamatan dan lintas

@m L n c gecamatan untuk satuntahun

mar.

&:wu\

menyepakati

pe
daftar usulan

indikatif, akan

i piha ang terlibat
&Pﬂn . untuk
merencanakan berdasarkan sumber daya

Suatu perencanaan yang ingin
“melibatkan kepentingan” masyarakat
tentu saja harus berjuang untuk
mengangkat yang tersimpan dibawah
permukaan dan menggalinya secara
seksama, serta merumuskan dengan
tepat, agar tidak menyimpang dari apa
yang diinginkan.  Artinya bahwa
menggerakkan sebuah  perencanaan
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partisipatif membutuhkan prakondisi penelitian sudah tepat waktu dan
untuk  maksud mentransformasikan hasilnya telah dikirim di Kabupaten.
kapasitas kesadaran dan keterampilan 2. Dalam penentuan prioritas program
masyarakat, sehingga bisa keluar dari pada musrenbang kecamatan
tradisi  bisu dan menyembunyikan kawangkoan Utara tahun 2019,
maksud dibawah permukaan. Selama karena sudah ada dana kelurahan
hal ini berlangsung, maka partisipasi yang telah dikucurkan pada tahun
hanya akan terlihat sebagai formalitas ~.ini, maka ada beberapa prioritas yang
partisipatif, sedangkan realitas ditentukan seperti pengadaan air
sesungguhnya adalah hegemoni dan bersih, drainase dan talud. Hal ini

manipulasi. (alexander abe (2002:8 enunjukkan'. bahwa  penentuan
Menurut Kepala\‘L )%DLDC 'g] diprieritaskan untuk

Pemerintahan Keca taram M . masyarakat

Kawangkoan Kab &\n%asa I‘O’el ﬁ 3

Mengatakan : bul ;
_Perlu ,-Nh a _bagi “meng t ir - bersih

masy arakat i proses ‘

M srenbang jadi

kaum
pok miskingPad

satu metode ots
ole negara _oleh i afl  dan

adalah satu kesempatan untuk %ﬁga}
rapkan p pe m ﬁeﬁranka
bottom-up "Ini. Jlka %UL vangkoanfutara dalam

proses  penganggaran, eningkat partisipasi
merupakan salah satu tahapan dl ulﬁas\yarakat dan epatan waktu
kebutuhan arakat bisa pelaksanaan 2nbang di tingkat
diidentifikasi dan dla 00 an desa perlu adanya
oslalisasi yang berkelanjutan

bagi pemerintah

Kesimpulan mengenai dana kelurahan beserta

1. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan fungsinya, agar masyarakat
Kawangkoan  Utara  Kabupaten termotivasi  dalam  memberikan
Minahasa dilaksanakan pada awal masukan.
tahun 2019 berdasarkan hasil 2. Untuk ketepatan prioritas program
Musrenbang dari Kelurahan dan dalam  musrenbang, pemerintah
Desa di Kecamatan Kawangkoan kecamatan dan kelurahan harus
Utara. Pelaksanannya dari hasil mendengarkan aspirasi masyarakat
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mengenai kebutuhan pokoknya dan Lubis & Husain, 2007. Efektivitas
perlu diadakan pengukuran kepuasan Pelayanan Publik, Cetaka
dari masyarakat mengenai Kinerja Kesebelas  Pustaka  Binaman
pemerintah kelurahan dan kecamatan Presindo. Jakarta
dalam pembanungan. Makmur. 2010. Efektivitas Kebijakan
3. Dalam menghasilkan musrenbang Kelembagaan Pengawasan.
yang berkualitas, disarankan untuk Bandung: Refika Aditama.
mengundang  stakeholder dari aha, Talizuduhu. 2008.
pemerintah kabupaten yakni instansi bangunan Masyarakat,
terkait agar supaya dapat diketahui Mempersiapkan Masyarakat

dan mendapatkan  masukan as. Jakarta: PT. Bina
pemerintah kabupaten

dilibatkan pengusah X
Kecamatan kawa

ikut _memban

Kecamatan %
ljdglajpaten Q_

Tinggal
LM a. Yog :
rbani. 012. Teori
m I, Publik...Y ogyakarta:
ian ' j

James,

ilaku,

I ke-5. Cetakan ke-3. Ja
|t Erlan

Personalia Sum
Edisi. Kedua,Yog
Penerbit : BPFE.

Koiruddin, 2005. Sketsa Kebijakan

Desentralisasi di Indonesia.
Cetakan |. Averroes Press:
Malang

Komarudin, 2005, Ensiklopedia
Manajemen, Bandung, Alfabeta.

Sekretariat:
Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.
JI. Kampus Bahu Unsrat Manado 10



